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 Abstract 
This research aims to find strategies of gender-based protection for women 
worker in Karanganyar. The emergence of Legal Law (Istruksi Presiden No. 9 Tahun 
2000) about gender mainstreaming making every stakeholders should integrate gender 
as perspective in every policy. The aim is to involve Gender Equality. One of the 
phenomena obeyed by government is women workers problem. Many situations have 
described how the marginalization of women workers. Their accses getting legal 
protection from government was limited. One of efforts to protect women worker based 
on gender perspective could be done by implemented gender mainstreaming. This 
research used case study in two textile industry in Karanganyar. The collecting data 
were from FGD, indepth interview and non participant observation. Based on the 
research, strategy of gender-based protection for women worker could be run through 
worker union. Every company should have union worker and make contractual worker 
(perjanjian kerja bersama). The protection of women worker could be done by 
integrating gender perspective on contractual worker arrangement. Therefore every 
department in Karanganyar should implemented gender mainstreaming so monitoring 
and evaluation could be done by Department of Labor and Transmigration. This 
department should be ensure that the contractual worker in every company has a 
specific protection for women worker.       
Key Words: Women Workers, Gender Mainstreaming, Union Worker  
I. Pengantar 
Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender atau yang 
sering diistilahkan sebagai PUG membuat pemerintah berkomitmen untuk memasukkan 
gender sebagai arus utama dalam setiap program pembangunan. Komitmen pemerintah 
untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan nasional juga 
telah dituangkan dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2008, serta RPJMN 2010-2014, 
dimana salah satu prioritas pembangunannya adalah peningkatan kesetaraan gender dan 
pemberdayaan perempuan. Salah satu yang menjadi pokok persoalan dalam kesetaraan 
gender adalah perempuan yang bekerja di ranah publik. Perempuan buruh pabrik belum 
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menempati posisi yang menguntungkan baik karena mereka adalah perempuan dan juga 
karena mereka adalah kelompok buruh. Perempuan dalam golongan ini mengalami 
marginalisasi ganda akibat kelas sosial dan jenis kelaminnya yang terkonstruksi secara 
sosial budaya sebagai kelas nomor dua. Sebagai perempuan buruh kondisi mereka tak 
kurang memprihatinkan.   
Krisis ekonomi yang menghantam di tahun 1998 membuat Indonesia terpuruk akibat 
utang luar negeri segera berada di bawah kekuasaan rejim neo-liberalisme dunia IMF 
dan Bank Dunia. Pernyataan tunduk pada 50 butir kesepakatan dalam letter of intent 
IMF dengan cepat berdampak pada dunia perburuhan; privatisasi berbagai sektor 
publik, penerapan kebijakan flexible labour market
1
  dan keleluasaan investasi asing 
untuk meguasai kebijakan ekonomi dalam negeri (Rita Olivia Tambunan, 2007: 61). 
Dampak pemberlakukan kebijakan flexible labour market amat signifikan. Sistem 
kontrak kerja dan outsourcing
2
 menjadi sistem kerja yang sah dan legal setelah UU 
Ketenagakerjaan No. 13/2003 diberlakukan. Dampaknya bagi buruh adalah makin tidak 
adanya kepastian kerja (job insecurity) dan makin berkurangnya hak-hak buruh di 
tempat kerja (rights in work). Padahal mayoritas buruh di Indonesia adalah perempuan.  
Serikat Pekerja Nasional (SPN) menyatakan sekitar 70% buruh di sektor tekstil, 
garment dan sepatu adalah perempuan. Sementara Federasi Serikat Pekerja Perkayuan 
dan Kehutanan Indonesia (FSP-Kahutindo) menyebutkan 60% buruh kehutanan 
(termasuk di dalamnya perkebunan sawit, kopi, tembakau) adalah perempuan. 
Kebanyakan dari mereka bekerja bukan dalam sistem kerja tetap tetapi dalam sistem 
kerja kontrak (Rita Olivia Tambunan, 2007:62). Sistem kerja outsourcing juga 
didominasi oleh perempuan padahal sistem ini sangat minim akan perlidungan. Buruh 
perempuan seringkali terdiskriminasi karena sisi keperempuanannya. Selain itu ideologi  
gender yang mengakar dalam benak masyarakat kita seringkali juga ikut mempengaruhi 
kebijakan-kebijakan yang diambil sehingga posisi buruh perempuan semakin lemah. 
Kebutuhan buruh perempuan yang terbedakan secara gender dengan laki-laki seolah 
tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting. Kebutuhan akan reproduksi dan 
                                                          
     
1
 Ketenagakerjaan yang fleksibel adalah hal yang diharapkan dari pekerja tentang fleksibilitas jam 
kerja maupun ketrampilan. Dalam hal ini perusahaan menjadi sangat diuntungkan karena biaya yang 
dikeluarkan lebih murah. Biasanya pekerja dibayar dalam bentuk kontrak, atau biasa dipanggil buruh 
kontrak (Rita Olivia Tambunan, 2007: 69).  
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 Sistem kerja sub-kontrak dengan menambahkan pihak „penyedia jasa tenaga kerja‟ di antara relasi 
buruh dan majikan (Rita Olivia Tambunan, 2007: 69).  
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maternitas misalnya seringkali diabaikan dengan sengaja oleh perusahaan. Dalam dunia 
yang patriarkal maka perlidungan terhadap buruh perempuan nyaris tidak berwujud 
apapun.  
Peningkatan jumlah angkatan kerja perempuan di sektor industri dengan menjadi 
buruh pabrik tak pelak lagi telah memberikan kontribusi bagi banyak persoalan untuk 
perempuan baik itu dalam rumhah tangga maupun dalam tempat kerja. Kebijakan 
perekonomian negara yang tidak berpihak pada buruh pada umumnya juga ikut 
berimbas pada nasib buruh perempuan. Di lain pihak tekanan ekonomi membuat buruh 
tidak punya pilihan lain selain mengikuti arus yang telah digariskan oleh pemilik modal. 
Akibatnya pihak perusahaan dapat dengan mudah mengambil manfaat dari kondisi daya 
tawar buruh yang relatif lemah. Dan lagi-lagi buruh perempuan yang menjadi korban. 
Sistem kerja yang dibakukan melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan no. 13 tahun 
2003 membuat buruh tak punya pilihan selain bekerja dengan penuh kekhawatiran di-
PHK tanpa pesangon. Kalaupun tidak di PHK maka minim sekali perlidungan yang 
diperoleh khususnya jaminan hak di tempat kerja.  
Kenyataan ini menjadi semakin memberatkan perempuan ketika stereotipe gender 
yang tertanam pada masyarakat kita membuat ideologi yang diusung oleh pihak 
perusahaan menjadi sangat bias dan tidak adil bagi perempuan. Masyarakat seolah 
sudah memaklumi apabila menjadi buruh pabrik lebih disukai mereka yang perempuan, 
muda dan masih lajang. Alasannya mereka masih kuat, penurut, gampang diatur, 
perusahaan tidak perlu menanggung tunjangan keluarga sehingga ada perjanjian untuk 
tidak menikah atau hamil dulu. Di sisi lain peningkatan produktivitas perusahaan selalu 
dijadikan alasan untuk mengabaikan berbagai hak yangs seharusnya diperoleh buruh 
perempuan seperti cuti haid, cuti melahirkan, sakit dan lain sebagainya. Pendek kata, 
sangat minim perlidungan yang diperuntukkan buruh perempuan, kalaupun ada maka 
dengan seenaknya dilanggar oleh pihak perusahaan. Serikat pekerja sebagai salah satu 
wadah demokrasi buruh biasanya malah tidak berpihak pada buruh perempuan. Hal ini 
karena anggota mereka adalah laki-laki yang belum tentu mengerti akan kebutuhan 
spesifik akan persoalan perempuan.   
Melalui serangkaian UU dan kebijakan tak terkecuali kebijakan PUG sebenarnya 
dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender untuk semua golongan 
masyarakat, termasuk diantaranya adalah kaum perempuan. Penelitian ini berusaha 
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untuk mengidentifikasi serta menganalisis persoalan yang dihadapi oleh buruh 
perempuan dan bagaimana Serikat Pekerja mengambil peran dalam mengupayakan 
bentuk perlidungan di tempat kerja. PUG kemudian menjadi model penting yang harus 
dikembangkan untuk mewujudkan perlidungan bagi buruh perempuan dengan 
menempatkan Serikat Pekerja sebagai agen penting di dalamnya.   
II. Metode Penelitian  
 Penelitian ini berupa penelitian pengembangan yang bertujuan untuk 
menemukan, mengembangkan dan memvalidasi suatu produk (Borg and Gall dalam 
Sugiyono, 2011). Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian tahun pertama yang berupa 
penelitian deskriptif kualitatif untuk melakukan identifikasi kebutuhan yang berkait 
dengan perlindungan berbasis gender bagi perempuan buruh. Menurut pendapat Bodgan 
dan Taylor (1975: 5 dalam Lexy J. Moleong 2005: 3) metode kualitatif sebagai prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 
orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sumber data dalam penelitian ini ada dua 
jenis yakni data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil 
FGD dan wawancara dengan informan
3
. Sementara itu data sekunder berupa data 
statistik yang mencerminkan angka partisipasi kerja perempuan di Kabupaten 
Karanganyar dan angka jumlah pabrik dan pertumbuhan industri serta data statistik 
lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder juga berupa dokumen-
dokumen yang terkait dengan undang-undang perburuhan serta peraturan menteri 
tenaga kerja yang berkaitan dengan bentuk perlidungan terhadap buruh perempuan 
khususnya di tingkat Kabupaten Karanganyar.  
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara 
sesuai dengan kepentingan penelitian yakni Focus Group Discussion (FGD) dengan 
sejumlah informan yang kemudian akan dipertajam dengan wawancara mendalam. 
Hasil ini kemudian akan lebih diperkuat dengan observasi terhadap keadaan buruh di 
tempat kerja. diskusi kelompok terarah merupakan teknik pengumpulan data primer 
yang lain. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai persoalan riil 
yang dihadapi oleh buruh perempuan serta kebutuhan spesifik gender mereka yakni 
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 Informan adalah buruh perempuan, Serikat pekerja, HRD/manajemen pada pabrik Kusuma Hadi, 
Kusuma Putra, Delta Merlin dan beberapa perusahaan yang tergabung dalam Serikat pekerja Nasional 
Cabang Kabupaten Karanganyar; Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam hal ini adalah Dinas Sosial 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga 
Berencana, Asosiasi Pengusaha Indonesia serta LSM terkait .  
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kebutuhan praktis dan strategisnya. Validitas data dalam penelitian ini akan dilakukan 
dengan menggunakan triangulasi metode dan sumber sementara analisis menggunakan 
analisis interaktif.  
III. Kajian Pustaka 
A. Kondisi Buruh Perempuan di Indonesia 
  Tulisan Ari Sunarijati (2007:25-39) berupaya memotret perjalanan pemiskinan 
yang terjadi pada buruh perempuan di Indonesia. Di masa orde lama, basis agraris 
negara kita membuat partisipasi perempuan di sektor pertanian cukup besar 
misalnya dalam proses industri padi. Meskipun sulit diperoleh data akurat mengenai 
partisipasi perempuan di sektor pabrik namun pabrik-pabrik swasta sudah ada. Yang 
pasti sejak tahun 1948 pemerintah Indonesia telah menerbitkan hukum perburuhan 
yang mengatur pedoman perilaku praktek perburuhan. Hakekatnya memberi 
perlidungan kepada buruh agar terjadi keseimbangan dengan pihak yang kuat dalam 
hal ini adalah pengusaha untuk mencapai keadilan.  
Di era Orde baru, industrialisasi menjadi soko guru pembangunan. Implikasinya 
Negara kita mengejar ketertinggalan dari negara lain dengan cara mengundang 
investor dan bantuan hutang asing sebagai solusi untuk membangun industry yang 
kuat. Namun mereka didatangkan dengan cara menawarkan upah buruh yang murah 
dan serikat buruh yang bisa dikontrol oleh Negara. Serikat buruh kemudian 
difusikan menjadi satu di bawah kontrol Negara.Selanjutnya, sejak tahun 1985 
seolah ada „lonceng kematian‟ bagi kalangan buruh dimana pemerinah banyak 
menerbitkan Peraturan Mentei Tenaga Kerja (PMTK) yang isinya mereduksi 
kualitas dari Undang-undang Perburuhan.  Sebagai contoh UU No. 12 tahun 1962 
telah direduksi oleh PMTK No. 4 tahun 1986 tentang Pesangon yang isinya 
diantaranya mengatur tentang PHK yang didahului dengan skorsing dari pengusaha 
terhadap buruh. Pengusaha hanya wajib membayar upah buruh 50% selama proses 
PHK selama 6 bulan. Padahal proses ini biasanya memakan waktu yang sangat 
lama. Ini semua memperlihatkan adanya kekuasaan dari Negara yang lebih pro 
modal daripada pro mayarakat.  
Di sisi lain revolusi petanian membuat perempuan tergeser dari sector pertanian, 
mereka kehilangan kesempatan kera dan dihadapkan pada pilihan lain yakni pergi 
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ke kota-kota untuk masuk di sektor industri
4
. Pengusaha memilih perempuan 
menjadi buruhnya bukan tanpa alasan. Budaya patriarki telah memposisikan 
perempuan sebagai warga Negara kelas dua dan hanya mempunyai peran domestik 
seperti menjahit, memasak, mengurus anak dan lainnya. Nilai patriarki disini 
termasuk mengatur perilaku perempuan, bahwa perempuan yang baik ialah yang 
menurut, patuh pada orang tua dan keluarga. Kelihatannya pengusaha memang 
mengambil langkah cermat dalam mempekerjakan perempuan. Selain itu para 
perempuan menurut saja tidak terlalu banyak menuntut haknya, pengusaha tidak 
perlu memberi upah yang layak bagi penghidupan buruh, karena perempuan di 
konsep patriarki bukan pencari nafkah utama tetapi hanya tambahan saja, sehingga 
tidak perlu diupah tinggi. Pengusaha mempekerjakan perempuan di perusahaanya 
bukan karena menghargai hak perempuan untuk bekerja sebagai hak asasi mereka, 
tetap lebih karena penguasa lebih mudah mengeksploitasi perempuan daripada laki-
laki guan meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.   
Studi Ari Sunarijati (2007) memperlihatkan berbagai bentuk persoalan yang 
dihadapi buruh perempuan di dalam pabrik. Dengan merujuk undang-undang tenaga 
kerja maka ketentuan yang berlaku untuk jam kerja selama 1 minggu adalah 40 jam 
sementara itu lembur tidak boleh lebih dari 14 jam sehingga total jam kerja adalah 
54 jam. Namun banyak pihak pengusaha yang mengabaikan peraturan ini. 
Penelitiannya tentang buruh perempuan menemukan kenyataan bahwa jika buruh 
perempuan menolak perintah lembur maka biasanya pihak pengusaha akan menekan 
dan mengancam hendak mem-PHKkan. Hasilnya buruh menjadi kehilangan banyak 
waktu untuk keluarganya, kurang istirahat karena sangat lelah serta kehilangan 
kesempatan bermasyarakat dan mengembangkan diri. Selain itu piak pengusaha juga 
seringkali memperlakukan buruh perempuan yang sudah menikah sebagai lajang 
meski mereka sudah memiliki anak. Status lajang merugikan buruh perempuan 
karena keluarga tidak dapat memperoleh tunjangan melahirkan, potongan pajak 
lebih besar daripada bruh laki-laki yan telah berkeluarga yang diakui sebagai kepala 
rumah tangga. Padahal banyak buruh perempuan yang bahkan menjadi tulang 
                                                          
     
4
 Industri yang muncul pertama adalah industri padat karya dengan tujuan untuk dapat menyerap 
banyak tenaga kerja. Sektor industri padat karya yang dimaksud yaitu perusahaan sepatu, garmen, tekstil, 
elektronik dan makanan. Indusri ini tidak memerlukan buruh yang professional tetapi yang penting tekun 
dan lama-lama akan menjadi trampil hanya karena terbiasa. Oleh sebab itu untuk menjadi buruh dalam 
sector ini tidak memerlukan pendidikan yang tinggi.  
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punggung keluarga, suami tidak bekerja atau harus mengirimkan sebagian gajinya 
kepada keluarga besarnya di kampung. 
Penelitian Indrasari Tjandraningsih (1999) tentang akibat krisis terhadap buruh 
perempuan juga menunjukkan hal yang lebih mendalam dari persoalan mereka. 
Penelitian difokuskan di Jawa Barat pada sektor industri yang mayoritas buruhnya 
adalah perempuan. Penelitian ini memotret bahwa krisis memiliki implikasi yang 
cukup signifikan terhadap buruh perempuan juga keluarganya. Hal ini karena 
sebagian besar buruh (yang masih lajang) mengirimkan sebagian hasil kerjanya 
untuk membantu keluarga, sementara itu bagi buruh perempuan yang sudah 
berkeluarga maka hasil kerjanya dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan makan 
dan pendidikan anak-anaknya. Beban kerja domestic juga menjadi pertimbangan 
bagi mereka untuk kemudian melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah—
seperti berdagang kecil—walaupun kontinuitasnya sangat diragukan.  
Rupanya beban kerja domestic juga dimanfaatkan oleh pihak perusahaan. Studi 
Indrasari Tjandraningsih (1999) ini berhasil memotret bagaimana putting out system 
sebagai salah satu bentuk kerja pabrik menjadi celah baru bagi eksploitasi terhadap 
perempuan dengan dalih sangat cocok untuk arah dan strategi perusahaan 
menghadap krisis. Beberapa pabrik di Majalaya, Bandung telah mulai mengalihkan 
pekerjaan dari pabrik ke rumah-rumah buruhnya dalam mekanisme hubungan kerja 
putting out system, sebuah bentuk distribusi kerja perusahaan yang dilakukan di 
rumah-rumah tangga. Pabrik tekstil di Majalaya misalnya mengeluarkan sat proses 
produksinya menggulung menyambung benang-benang bekas ke rumah-rumah yang 
diupah borongan, per gulung Rp 50,-. Para homeworkers yang seluruhnya 
perempuan dan sebagian besar sudah menikah melakukan pekerjaan itu di sela-sela 
kesibukan rumah tangganya. Pekerjaan diperoleh dan rutinitas rumah tangga juga 
terpenuhi. Kecenderungan semacam ini perlu diwaspadai karena putting out system 
membawa konsekuensi ketidakterlidungan dan potensi eksploitasi buruh, terutama 
buruh perempuan. Sebagai sebuah modus produksi, putting out mengandung 
implikasi pengalihan resiko dan kewajiban pengusaha kepada buruh. Biasanya 
dalam modus ini beban biaya overhead menjadi tanggung jawab buruh yang 
seingkali tidak diperhitungkan dalam upah. Kewaspadaan ini diperlukan karena 
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hingga saat ini pekerja-pekerja putting out tidak dianggap sebagai pekerja dan oleh 
karena itu berada di luar jangkauan perlidungan hokum perburuhan yang ada. 
Indrasari Tjandraningsih (1999) juga menemukan adanya gejala juvenisasi yakni 
sebuah gejala pergeseran preferensi terhadap buruh perempuan dalam usia yang 
makin belia. Ujungnya adalah adanya eksploitasi buruh perempuan. Untuk 
menghadapi krisis maka stereotype buruh perempuan yang patuh, tekun, rajin dan 
mudah diatur semakin menguat dan tetap dianggap paling tepat untuk menjalankan 
stategi efisiensi produksi. Situasi krisis merupakan waktu yang tepat untuk 
menciptakan buruh yang „jinak‟. Krisis telah memperlema posisi tawar dan daya 
perlawanan buruh, karena dikalahkan oleh ancaman kehilangan kesempatan kerja 
yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Ditambah lagi alternativ kesempatan 
kerja yang makin kecil di masa sekarang. Setelah menggeser buruh yang kritis maka 
untuk mencegah kerepotan akibat aksi-aksi buruh dan untuk meningkatkan efisiensi 
kerja maka pilihan jatuh pada buruh perempuan belia. Perempuan belia, lajang, 
tanpa pengalaman, tingkat kepatuhan yang tinggi, gairah kerja yang tinggi dan bebas 
dari beban domestic membentuk barisan tenaga kerja yang sangat ideal untuk 
memberikan produktivitas maksimal bagi perusahaan. Mendapatkan tenaga kerja 
yang belum terkontaminasi oleh aktivisme buruh membuat merea lebih mudah 
untuk dibina dan dibentuk menjadi buruh yang patuh sekaligus produktif.  
Gejala feminisasi juga yang berhasil diungkap oleh tulisan  Caraway (1999, 24-
33) untuk melihat kondisi perburuhan di Indonesia. Feminisasi adalah 
kecenderungan bagi industri untuk mempekerjakan perempuan sebagai buruhnya. 
Istilah ini juga bisa diartikan sebagai acuan untuk melihat peningkatan prosentase 
pekerja perempuan di bidang tertentu, misalnyabidang manufaktur, atau 
meningkatnya prosentase pekerja perempuan di dalam satu sektor, misalnya garmen. 
Caraway menilai hal ini berjalin erat dengan system patriarki di negara kita. 
Patriarki mengakibatkan upah perempuan menjadi lebih rendah daripada laki-laki. 
Upah yang rendah merupakan faktor utama, tetapi patriarki juga bisa menciptakan 
tenaga kerja perempuan yang lebih patuh dan tidak akan mogok kerja. Jadi karena 
patriarki, perempuan sudah merupakan tenaga kerja dengan karakter yang lain dari 
laki-laki. Gejala feminisasi ini muncul karena banyak perusahaan yang kerepotan 
menghadapi karakter buruh laki-laki yang sulit diatur, sedikit-sedikit protes akan 
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haknya dan tidak teliti dalam bekerja. Perempuan—karena sterotipe gendernya—
lebih disukai karena penurut dan teliti dalam bekerja sehingga hasil produksi 
meningkat dan bermutu. 
Hasil laporan penelitian dari AKATIGA (1999: 70-75) pada bulan oktober-
desember 1998 di empat propinsi dimana terdapat konsentrasi buruh perempuan 
yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan tentang masalah 
buruh perempuan sejak krisis di Indonesia seolah menguliti praktek perburuhan 
yang carut marut di Negara kita. Temuan menjelaskan bagaimana berbagai strategi 
yang diambil oleh pihak perusahaan dalam menghadapi krisis justru semakin 
memperlemah posisi buruh khususnya buruh perempuan. Buruh perempuan 
cenderung lebih pasif dalam menerima keputusan perusahaan berkait dengan 
rasonalisasi: mengurangi waktu kerja, merumahkan buruh dan mem-PHK secara 
besar-besaran. Sedangkan kasus perlawanan umumnya dimotori leh buruh laki-laki. 
Perusahaan juga cenderung merekrut buruh perempuan yang belia untuk 
menggantikan buruh laki-laki atau buruh perempuan yang sudah tua. Buruh belia ini 
dipekerjakan pada bagian yang tidak menutut ketrampilan tinggi namun mahir 
karena kebiasaan. Karena tidak berketrampilan tinggi maka upahnyapun tidak 
tinggi. Sementara itu salah satu konsekuensi adanya kecenderungan memilih burh 
perempuan muda adalah menyempitnya kesempatan kerja bagi perempuan 
berkeluarga di sektor foral. Sebagai tambahan, perempuan kelompok ini dipaksa 
beralih ke sektor informal baik di sektor industri maupun jasa. Kegiatan ekonomi 
pada sektor informal, misalnya berdagang kecil-kecilan dan menjadi pembantu 
rumah tangga, adalah rentan dari sisi perlidungan dan tingkat penghasilan.  
Dalam rangka merespon krisis pula pihak perusahaan merekrut buruh 
perempuan dengan status kontrak yang banyak mendatangkan keuntungan 
karenaprusahaan bebas dari keharusan untuk membayar berbagai kewajiban seperti 
cuti haid, cuti melahirkan, biaya kesehatan maupun libur tahunan. Lebih lanjut 
stategi juga diterapkan oleh perusahaan dengan memindahkan sebagian proses 
pekerjaan keluar dari pabrik. Buruh-buruh perempuan yang telah berkeluarga diberi 
pilihan oleh perusahaan untuk membawa pekerjaan ke rumah dan menyerahkan 
kembali hasil kerja yang telah diselesaikan, dengan system borongan. Bagi sebagian 
buruh model semacam ini dianggap menguntungkan karena dapat dilakukan sambil 
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mengurus rumah tangga. Strategi ini juga sangat menguntungkan bagi pihak 
perusahaan kaena mengurangi biaya produksi. Walaupun diterapkan peraturan 
khusus untuk menjaga kualitas namun strategi ini disukai perusahaan karena 
mengurangi tekanan solidaritas dan perlawanan  buruh serta menghindari strategi 
tuntutan massal.  
B. Serikat Pekerja dalam Perburuhan di Indonesia  
Sejarah panjang melingkupi organisasi pekerja atau buruh. Keberadaan 
organisasi pekerja sering diliputi atau dipengaruhi oleh keadaan di sekelilingnya, 
terutama yang berkaitan dengan faktor politik, sosial dan ekonomi. Keberadaan 
organisasi serikat pekerja pada awal abad ke 20 muncul seiring dengan giatnya 
bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya dari pemerintah colonial Belanda. Di 
masa seperti ini organisasi pekerja memberikan dukungan kepada gerakan-gerakan 
kebangsaan yang bertujuan untuk meraih kemerdekaan. Banyak organisasi pekerja 
yang berafiliasi kepada partai politik dan ikut serta memperjuangkan kemerdekaan 
(Abdul Budiono, 2011:176).    
Studi Ahmad Uwiyono (2012) menjelaskan bahwa keberadaan Serikat 
pekerja di Indonesia telah ada sejak lama. Dalam perkembangannya peranan 
Serikat Pekerja banyak mengalami pasang surut seiring dengan berjalannya waktu 
dan bergantinya kepemimpinan negeri. Hingga berakhirnya masa Orde Baru 
pembentukan dan kemandirian Serikat Pekerja banyak mengalami hambatan dan 
tekanan, sehingga adanya serikat pekerja tidak banyak membantu perbaikan 
standart ketenagakerjaan di Indonesia ataupun meningkatkan hak-hak asasi tenaga 
kerja. Akhirnya pada Era Reformasi usaha perbaikan hak asasi dan standart 
ketenagakerjaan di Indonesia oleh pemerintah mulai terlihat.   
Tulisan Ari Sunarijati (2007) menggambarkan bagaimana serikat buruh 
sangat berkait dengan pola kekuasaan yang ada. Pada era Orde Lama, serikat buruh 
tumbuh dengan subur meski umumnya berada di bawah partai politik. Tetapi era 
tersebut kemudian segera berakhir ketika terjadi Tragedi nasional G30S 1965 yang 
akhirnya menurunkan kekuasaan Soekarno digantikan dengan Soeharto pada masa 
Orde Baru. Pemerintah orde Baru menetapkan kebijakan industrialisasi yang 
diargumentasikan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan Negara lain. 
Namun persoalan dana menjadi kendala sehingga Indonesia dengan mudahnya 
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menjadi berhutang kepada investor asing dengan penawaran kompensasi upah 
buruh yang murah dan serikat buruh yang bisa dikontrol oleh Negara. Sejak itulah 
serikat buruh dipaksa untuk berfusi menjadi satu dan dideklarasikan pada tanggal 
20 Februari 1973 dengan nama Federasi Buruh seluruh Indonesia (FBSI). 
Organisasi buruh ini kemudian sempat berganti nama beberapa kali namun masih 
dalam roh yang sama yakni pembatasan peran serikat pekerja oleh Negara. Orde 
Baru yang dekat dengan praktik militerisme pun menggejala dalam tubuh serikat 
pekerja. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Negara dalam menangani buruh 
dan serikat pekerja juga menggunakan pendekatan militeristik sehingga 
pemberangusan gerakan serikat pekerja dan buruh menjadi kasus nyata di era ini.  
Tulisan Indrasari Tjandraningsih (2011) kembali menegaskan bahwa secara 
legal, tonggak reformasi di arena politik perburuhan di Indonesia, dimulai dengan 
dikeluarkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja no. 5 tahun 1998, tentang 
pendaftaran serikat buruh. Ini sekaligus mengakhiri era serikat buruh tunggal yang 
dikuasai FSPSI (Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). Dirintis sejak 
pemerintahan B.J. Habibie yang singkat (1998—1999) melalui ratifikasi terhadap 
konvensi ILO no. 87 mengenai kebebasan berserikat, dua tahun kemudian, di 
bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid (2000—2001), era serikat buruh tunggal 
yang dikontrol negara diakhiri pada tahun 2000 dengan diundangkannya kebebasan 
berserikat melalui Undang-undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh no. 21 tahun 2000 
pada tanggal 4 Agustus 2000. Undang-undang ini mengatur pembentukan, 
keanggotaan, pemberitahuan dan pendaftaran, hak dan kewajiban, keuangan dan 
kekayaan, pembubaran dan hal-hal lain yang menyangkut serikat buruh. Sejak saat 
itu, diawali dengan pecahnya FSPSI menjadi FSPSI dan FSPSI Reformasi, mulai 
bermunculan serikat buruh/serikat pekerja (SB/SP) baru. Sejak tahun 2000, 
pertumbuhan SB/SP baru tersebut bagaikan jamur yang tumbuh di musim hujan. 
Ribuan serikat buruh di berbagai tingkat bermunculan dan mendaftarkan dirinya ke 
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
Hal ini disebabkan karena dalam perkembangannya SPSI ternyata banyak 
menuai kritik karena dianggap tidak memperjuangkan kepentingan pekerja, bahkan 
seringkali menjadi alat pengusaha untuk menekan pekerja. Kemudian ketika hal-hal 
yang bersifat “tunggal” dipandang tidak mencerminkan kehidupan demokrasi yang 
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baik maka bermunculanlah organisasi buruh. Undang-undang Nomor 21 tahun 
2000 yang menegaskan kebebasan berserikat dilahirkan juga dijaminkan dalam 
Konvensi ILO No 87 dan Konvensi ILO Nomor 98. Serikat pekerja kemudian 
menjadi sebuah organisasi yang memiliki kebebasan secara hukum dalam 
memperjuangkan hak-hak kesejahteraan pekerja/buruh.  
Namun banyaknya serikat pekerja yang berdiri belum sepenuhnya 
memberikan kontribusi maksimal terhadap buruh. Artikel ini akan menguraikan 
secara lebih mendetail bagaimana kebijakan pemerintah tentang kebebasan 
berserikat nyatanya belum mampu direspon dengan baik oleh pekerja ataupun 
serikat pekerja itu sendiri. Muara dari persoalan ini adalah komitmen yang lemah 
dari pihak perusahaan dengan memanfaatkan SDM buruh yang terbatas untuk terus 
dieksploitasi dan membuat posisi buruh semakin rendah yang kemudian menyatu 
dengan lemahnya control dan pengawasan dari pihak pemerintah.  
 
C. Pengarusutamaan Gender dan Kebutuhan Praktis-Strategis Gender Bagi 
Perempuan  
Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam 
pembangunan nasional menyatakan bahwa seluruh Departemen maupun Lembaga 
Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Provinsi dan/ atau kota/ kabupaten 
harus melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan dan evaluasi dari setiap seluruh kebijakan dan program pembangunan. 
Dengan adanya kebijakan tersebut maka orientasi kegiatan hendaknya diarahkan 
untuk pemenuhan kebutuhan gender. Namun apa makna sebenarnya dari terbitnya 
kebijakan tersebut?  
Terbitnya Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dan beragam perundang-
undangan tentang perempuan serta komitmen terhadap kesepakatan internasional 
telah mendorong terjadinya perubahan paradigm pemberdayaan perempuan, yaitu 
dari WID (Women in Development) ke GAD (Gender and Development). 
Perubahan ini merupakan reaksi keras terhadap WID yang melancarkan program 
dan kegiatan pembangunan hanya untuk perempuan, sedang GAD berupaya 
memahami subordinasi perempuan melalui analisis relasi gender di dalamnya (Aida 
Vitayala Hubeis, 2010:3). Paradigma pembangunan pemberdayaan perempuan pun 
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telah bergeser hingga ke konsep gender mainstreaming (Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, 
2011) yang merupakan pematangan dari strategi GAD dengan tujuan utama 
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam berbagai bidang 
pembangunan melalui penyusunan kebijakan/program pembangunan responsive 
gender. Dalam strategi ini gender menjadi arusutama dari setiap kebijkana Negara 
maupun aksi masyarakat dan institusi Negara.  
Dalam pengarusutamaan gender mencakup baik pemenuhan kebutuhan 
praktis gender maupun pemenuhan kebutuhan strategis gender. Kebutuhan praktis 
gender adalah kebutuhan-kebutuhan perempuan agar dapat menjalankan peran-
peran sosial yang diperankan oleh mereka untuk merespon kebutuhan jangka 
pendek, seperti perbaikan taraf kehidupan. Sedangkan kebutuhan strategis gender 
adalah kebutuhan perempuan yang berkaitan dengan perubahan subordinasi 
perempuan terhadap laki-laki seperti pembagian kerja, kekuasaan dan control 
sumber daya, termasuk di dalamnya adalah penghapusan kekerasan dan 
diskriminasi terhadap perempuan (Juklak Inpres No. 9 tahun 2000).  
Kebutuhan inilah yang digulirkan pertama kali dalam analisa Moser disebut 
kebutuhan spesifik gender, yakni terdiri dari kebutuhan praktis dan strategis. Moser 
(1995:40) menjelaskan bahwa kebutuhan praktis gender adalah :  
“…the needs women identify in their socially accepted roles in society. 
Practical gender needs do not challenge the gender division of labour or 
women’s subordinate position in society, although rising out of them. 
Practical gender needs are a response to immediate perceived necessity, 
identified within a special context. They are practical in nature and often 
are concerned with inadequacies in living conditions such as water 
provision, health care and employment” 
Kebutuhan praktis bersifat jangka pendek, meringankan beban kerja perempuan 
dan lebih mudah dipenuhi serta berkaitan dengan kelangsungan hidupnya secara 
langsung. Dalam konteks penelitian ini kebutuhan praktis bagi buruh perempuan 
misalnya berupa pelayanan  akan penitipan anak di tempat kerja (baik tempat kerja 
ayah maupun ibu), ruang dan fasilitas yang kondusif bagi pekerja perempuan yang 
menyusui atau toleransi waktu istirahat untuk menyusui, layanan umum atau yang 
disediakan oleh perusahaan akan transportasi yang aman bagi perempuan pekerja 
khususnya di malam hari, layanan klinik yang memadai untuk menanggulangi 
kesakitan karena haid atau pasca melahirkan, pelayanan kehamilan bagi buruh 
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perempuan misalnya pemeriksaan kehamilan dan pemberian zat besi, cuti haid dan 
cuti melahirkan yang memadai, satpam perempuan sehingga ketika ada 
pemeriksaan di pintu masuk bisa meminimalkan terjadinya pelecehan seksual, 
fasilitas dan kondisi tempat kerja yang tidak membahayakan bagi perempuan 
khususnya bagi perempuan hamil.  
Sementara itu kebutuhan strategis adalah kebutuhan yang lebih berjangka 
panjang, mengacu pada peran ideal perempuan, merubah hubungan gender dan 
memerlukan strategi tertentu dalam proses pemenuhannya. Moser (1995:39) 
mendefinisikan konsep tersebut sebagai berikut:  
“…are the needs women identify because of their subordinate position to 
men in their society. Strategic gender needs vary according to particular 
contexts. They relate to gender division of labour, power and control and 
may include such issues as legal right, domestic violence, equal wages and 
women’s control over their bodies. Meeting strategic gender needs helps 
women to achieve greater equality. It also changes existing roles and 
therefore challenges women’s subordinate position” 
Kebutuhan strategis gender berkaitan dengan posisi perempuan yang subordinat 
dengan laki-laki dalam masyarakat sehingga sifatnya jangka panjang. Kebutuhan 
ini disebutkan oleh Moser bisa mengubah posisi yang setara gender bagi laki-laki 
ndan perempuan apabila dipenuhi secara maksimal. Dalam konteks penelitian ini 
maka kebutuhan strategis gender misalnya adalah program-program yang berkaitan 
dengan pemberdayaan perempuan buruh pabrik. Pelatihan kerja bagi perempuan 
buruh bisa membekali mereka dengan ilmu yang bisa digunakan saat PHK terjadi 
sehingga perempuan sudah memiliki bekal ketrampilan yang bisa digunakan untuk 
mencari penghasilan lain. Kebutuhan strategis juga menyangkut bagaimana 
kebijakan dan aturan yang dibuat oleh pemerintah dan pihak perusahaan yang 
melindungi perempuan buruh di tempat kerja serta tidak bias gender. Kebijakan ini 
misalnya pemberlakukan upah yang memadai sesuai dengan beban kerja dan bukan 
berdasarkan atas stereotype gender. Kebijakan yang responsiv akan kebutuhan 
gender laki-laki dan perempuan diperlukan untuk menciptakan perlidungan bagi 
buruh perempuan yang berbasis pada kebutuhan spesifik gender tadi.  Perlidungan 
berbasis gender seyogyanya mengaitkan antara peran-peran perempuan dan 
kebutuhan praktis-strategis yang disandangnya supaya perempuan sebagai buruh 
bisa memperoleh hak dan perlidungan sesuai dengan kebutuhannya.  
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IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
A. Kebutuhan Perempuan Buruh Pabrik dan Pelanggaran yang Terjadi di Tempat 
Kerja  
Setiap buruh baik itu laki-laki maupun perempuan harus memperoleh 
hak-haknya sebagai pekerja tanpa dibeda-bedakan atas dasar apapun. Dalam 
konteks kebutuhan biologis maka kebutuhan antara buruh perempuan dan laki-
laki secara spesifik terbedakan. Perempuan secara biologis memiliki kemampuan 
alamiah yang tidak dimiliki oleh laki-laki sehingga perlu memperoleh 
perlindungan yang tidak dibutuhkan oleh laki-laki seperti yang teruraikan dalam 
table berikut:  
Tabel 1. Kebedaan biologis antara perempuan dan lelaki  
Ciri Primer 
Biologis Lelaki  Biologis Perempuan  
Penis, Kantung Zakar 
(scortum), Buah Zakar 
(testis), Sperma (Mani), 
Prostat (Kelenjar) 
 
Vagina, Indung telur (Ovarium), Sel 
telur (Ovum), Uterus, Haid, Hamil, 
Melahirkan, Menyusui 
Bersifat bawaan, kodrat, ciptaan Allah SWT, Tidak berubah oleh pengaruh zaman, waktu, 
ras/suku bangsa, kultur, agama, ideology 
Ciri Sekunder (tidak 
semua muthlak) 
Bulu dada/tangan, Jakun, 
Suara berat, Berkumis 
Kulit halus, dada besar, suara lebih 
bernada tinggi 
 
Cirri tertier—relasi gender antara laki-perempuan 
Dapat diubah dan dipertukarkan, sesuai dengan norma, nilai dan budaya setempat 
 (Sumber: Aida V. Hubeis, 2010:72) 
 
Beberapa kebutuhan buruh perempuan yang khas sudah dilindungi oleh 
Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terutama yang 
berkaitan dengan maternitas atau kemampuan biologis perempuan diantaranya 
adalah cuti haid, cuti melahirkan dan menyusui
5
. Namun kebutuhan tersebut 
                                                          
5
 Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan beberapa ketentuan yang 
merupakan jaminan hak perlindungan terhadap buruh perempuan khususnya berkaitan dengan 
maternitasnya yakni:  
1. Pasal 81 (ayat 1) yang menyebutkan bahwa pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid 
merasakan sakit tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid 
2. Pasal 82 yang menyebutkan bahwa pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama satu 
setengah bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan satu setengah bulan sesudah melahirkan 
anaknya menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan 
3. Pasal 83 yang menyebutkan bahwa pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus 
diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu 
kerja 
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direspon secara berbeda oleh setiap perusahaan tergantung dari kebijakan 
masing-masing perusahaan yang mayoritas masih menempatkan buruh pada 
posisi marginal yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan.  
Beberapa buruh perempuan yang bekerja di pabrik tekstil mengatakan 
bahwa sangat tidak mungkin baginya untuk meminta cuti hamil sesuai dengan 
peraturan Undang-undang karena yang berlaku dalam kenyataan adalah 
peraturan yang ditetapkan oleh pihak perusahaan. Berbagai macam pelanggaran 
atas hak maternitas buruh perempuan ditemukan selama penelitian berlangsung 
yang menjelma dalam berbagai bentuk. Ada perusahaan yang membuat 
kebijakan untuk memberhentikan buruh perempuan ketika diketahui hamil
6
 
tanpa memberikan kepastian jaminan pekerjaan kembali atau pesangon. 
Nyatanya mereka yang hamil kemudian diberhentikan sangat jarang bisa 
kembali bekerja di pabrik tersebut, kalaupun bisa maka mereka harus memulai 
lagi kariernya dari awal (menjadi pegawai kontrak dahulu lalu kemudian baru 
tetap yang akhirnya gajinya juga mengikuti). Dipanggil atau tidaknya mereka 
sangat bergantung dari pihak perusahaan termasuk diterima kembali atau 
ditolaknya seorang buruh perempuan yang melamar setelah mereka selesai 
melahirkan anak.  
Modus lain dari pelanggaran hak maternitas buruh adalah perhitungan 
hari melahirkan yang seringkali merupakan wewenang dokter perusahaan. 
Dokter tersebut seringkali memepetkan waktu melahirkan sehingga buruh 
memiliki sedikit waktu
7
 dan kompensasi cuti (upah) atas kehamilannya. Namun 
tidak sedikit menyempitkan waktu cuti melahirkan adalah atas permintaan si 
buruh perempuan sendiri. Hal ini disebabkan karena upah yang mereka terima 
biasanya mingguan sementara bekerja sebagai buruh pabrik bagi mayoritas 
mereka adalah pekerjaan utama penopang hidup rumah tangga. Apabila 
mengajukan cuti hamil maka seluruh upah akan diberikan ketika buruh masuk 
                                                          
6
 informan mengatakan “buruh perempuan segera mungkin diberhentikan begitu pihak perusahaan tau 
bahwa dia hamil, nanti bisa dipanggil lagi bisa tidak tergantung pihak perusahaan masih butuh atau 
nggak. Diberhentikan begitu saja, pokoknya berhenti” (Ibu Sahri) 
7
 Ibu Wahyuni menjelaskan bahwa seorang dokter di perusahaan yang berhak menentukan tanggal 
dimulainya cuti sekalipun buruh sudah mengajukan cuti. Misalnya tanggal ajuan buruh adalah 1 
September maka dokter akan memberikan tanggal 5 Oktober mulai cuti, sementara anak lahir tanggal 10 
oktober sehingga buruh hanya memperoleh cuti (dan kompensasi gaji) terhitung mundur satu setengah 
bulan setelah tanggal 10 Oktober. Hak cuti hamil sebelum melahirkan kemudian hilang.  
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kembali kerja sesudah melahirkan. Hal ini memberatkan buruh perempuan 
karena upah mereka begitu diandalkan oleh keluarga untuk hidup sehari-hari. 
Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap bekerja supaya bisa menerima upah 
mingguan dengan mengabaikan hak cuti hamilnya.  
Hak cuti haid yang merupakan kebutuhan perempuan juga belum 
mendapatkan perhatian bagi sebagian besar perusahaan. Cuti haid juga banyak 
tidak diambil oleh buruh perempuan karena rumitnya prosedur dan sangsi yang 
akan diberikan ketika mereka mengambil cuti melebihi jatah. Seorang buruh 
perempuan mengaku lebih baik tidak usah mengambil hak cuti haid karena harus 
diperiksa oleh dokter perusahaan yang berjenis kelamin laki-laki untuk 
memastikan apakah dia benar sedang haid atau tidak. Hal lain yang diberlakukan 
perusahaan misalnya apabila buruh perempuan mengambil cuti haid maka 
upahnya dipotong.  Perilaku ini tentu saja tidak mencerminkan responsivitas 
gender bagi perempuan buruh.  
Apabila hak cuti haid dan hamil-melahirkan diingkari oleh pihak 
perusahaan maka hak menyusui semakin tidak terpikirkan. Perempuan buruh 
bukannya tidak mau memberikan ASI kepada anaknya namun seringkali 
terhambat oleh kebijakan perusahaan yang tidak memungkinkannya memberikan 
ASI bagi anak. beberapa alasan tersebut misalnya tidak diijinkan pulang untuk 
memberikan ASI, diberikan ijin pulang namun dengan prosedur berbelit yang 
berujung pada sanksi pemotongan upah, waktu yang diberikan tidak mencukupi 
untuk menjangkau jarak pulang pergi dari rumah ke pabrik sehingga tidak 
memungkinkan bagi perempuan buruh untuk melakukannya. Pihak perusahaan 
juga tidak memberikan fasilitas tempat penitipan anak bagi buruh-buruh 
perempuan yang masih harus memberikan ASI kepada bayinya. Parahnya lagi 
tidak ada fasilitas seperti misalnya mesin pendingin dan ruang laktasi yang 
memungkinkan perempuan buruh yang sedang menyusui menyimpan ASInya 
selama bekerja dan bisa dibawa pulang dalam keadaan baik untuk diberikan 
kepada bayinya. Realitas ini sungguh miris meskipun berbagai kebijakan telah 
digulirkan oleh Pemerintah untuk mengeliminir pengabaian hak-hak buruh oleh 
pihak perusahaan.  
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Apabila disederhanakan dalam bentuk table maka gambaran persoalan 
perempuan buruh pabrik tercermin sebagai berikut:  
Tabel 2. Permasalahan Hak Maternitas Buruh Perempuan  
No Kasus/Permasalahan Respon buruh 
1. Cuti hamil sering dipermasalahkan, 
tanggal kehamilan seringkali 
ditentukan oleh dokter perusahaan 
Buruh tidak bisa berbuat apapun 
Menuruti kemauan perusahaan supaya 
tidak dipecat 
2. Kebijakan tentang pemberhentian 
sepihak bagi perempuan buruh 
yang ketauan hamil 
Buruh akan dipanggil kembali bekerja 
dengan melamar dan memulai pekerjaan 
dari awal. Namun kebijakan perusahaan 
ini juga tidak menjamin buruh diterima 
atau bahkan ditempatkan di tempat yang 
sama seperti sebelum diberhentikan 
3. Cuti haid yang bias gender dalam 
implementasinya 
Tidak mau mengambil cuti haid karena 
malu/risih ketika harus diperiksa oleh 
dokter perusahaan 
Memaksakan diri untuk tetap bekerja 
meskipun sakit menahan haid 
4. Perempuan buruh tidak 
memberikan ASI eksklusif bagi 
bayinya  
Pasrah dan mengganti ASI dengan susu 
formula meskipun hal tersebut 
menambah beban ekonomi buruh 
Sumber : Hasil wawancara dengan sejumlah informan 
 
B. Serikat Pekerja, Perempuan Buruh Pabrik dan PUG 
Ada semacam ketimpangan di antara pemilik modal (pengusaha) dengan 
buruh yang kerap tidak dapat menghindarkan dari tindakan eksploitasi. Relasi 
antar kelas yang timpang itu kian diperparaholeh nihilnya kepekaan akan 
kebutuhan pekerja berbasis gender. Dalam hal itu, buruh perempuan selalu 
menerima dampak negatifnya dari berbagai kebijakan perusahaan. Buruh 
(perempuan) sulit melepaskan diri dari situasi diskriminatif semacam itu karena 
posisi tawarnya yang rendah. Di sisi lain, keberadaan organisasi serikat pekerja 
di tingkat perusahaan merupakan salah satu media penting yang diharapkan 
dapat membantu buruh perempuan dalam memperjuangkan aspirasi dan 
kebutuhan mereka (Erni Agustini, 2008:106).  
Setiap Serikat Pekerja yang dibentuk di dalam sebuah perusahaan pasti 
menghimbau kepada semua buruh baik laki-laki maupun perempuan untuk 
terdaftar sebagai anggota serikat pekerja di tempatnya masing-masing. Hal ini 
disebabkan karena serikat pekerja memberikan perlindungan terhadap buruh di 
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tempat kerja khususnya yang berkaitan dengan hak-haknya. Meski bergabung 
dengan SP dirasa penting namun tidak banyak perempuan buruh yang berkenan 
menjadi anggota dalam serikat pekerja manapun, tak terkecuali Serikat Pekerja 
di dalam pabrik tempat mereka bekerja. Apabila perempuan buruh masuk 
menjadi anggota SP dalam perusahaan maka bisa dipastikan bahwa keberadaan 
mereka hanyalah sebatas ikut serta, berpartisipasi namun tidak terlibat secara 
aktif dalam organisasi. Artinya SP masih belum menarik bagi perempuan buruh 
pabrik.  
Banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh serikat-serikat 
pekerja yang berada di bawah bendera SPN dalam merekrut perempuan buruh 
walaupun hanya sekedar menjadi anggota dan bukan pengurus SPN yang secara 
rutin berkumpul dan berorganisasi secara aktif. Setiap ketua SP yang bergabung 
dalam SPN pun menyadari bahwa tidak mudah mengajak perempuan buruh ikut 
bergabung dalam SP di perusahaan masing-masing. Apabila bergabung maka 
agak sulit mencari sosok perempuan yang bisa diajak berorganisasi dalam SPN 
yang secara aktif memonitor gerak perlindungan dan kebijakan buruh dan secara 
aktif pula menyuarakan aspirasi semua buruh di tingkat perusahaan masing-
masing. Hambatan cultural sepertinya menjadi persoalan utama yang membuat 
perempuan buruh tidak tertarik atau tidak mau terlibat secara aktif dalam 
organisasi ini.  
Perempuan memiliki peran gender yang terkonstruksi secara sosial 
budaya untuk menjadi sosok yang “tidak aktif” sehingga keberadaan mereka di 
dalam sebuah organisasi—terlebih organisasi serikat pekerja seperti laiknya 
sebuah partai politik—diangap bukan domain bagi perempuan. Selain itu beban 
kerja yang dilabelkan karena peran gendernya membuat perempuan tidak cukup 
memiliki waktu untuk bergabung dan memikirkan persoalan-persoalan politis 
para buruh. Waktu mereka—sebagai perempuan dan juga ibu misalnya—cukup 
tersita dengan pekerjaan rumah tangga, mengurus anak dan kegiatan domestic 
lainnya selepas pulang pabrik. Wajarlah apabila perempuan seolah kehabisan 
energy untuk berkecimpung dalam organisasi. Dengan demikian serikat pekerja 
memang masih didominasi oleh kaum lelaki khususnya dalam jabatan ketua. 
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Selain itu persoalan hambatan budaya juga membuat regenerasi kader 
perempuan di tubuh SPN menjadi hal yang cukup sulit dilakukan. Entah 
mengapa setiap buruh perempuan yang menikah tiba-tiba menghilang dalam 
keaktivan organisasi serikat pekerja padahal sebelumnya mereka cukup aktif. 
Sebagai perempuan yang dikonstruksi sebagai mahkluk lemah lembut, banyak 
perempuan buruh juga tidak berani mengeluarkan pendapatnya di ranah publik. 
Hal ini semakin bertentangan dengan keberadaan SP yang menuntut setiap orang 
harus secara aktif dan vocal berpendapat untuk menuntut haknya. Akhirnya 
kehadiran perempuan buruh dalam serikat pekerja masih sebatas keberadaan 
kuantitas saja dan bukan menunjukkan kualitas sebenarnya.  
Serikat Pekerja Nasional yang menjadi focus dalam penelitian ini 
memiliki jumlah peserta sebanyak 29 perusahaan yang tersebar di wilayah 
Kabupaten Karanganyar namun yang masih aktif hanya sebanyak 24 perusahaan 
saja. Semua perusahaan ini memiliki serikat pekerja namun hanya 3 perusahaan 
yang serikat pekerjanya berfungsi secara maksimal, dalam artian serikat pekerja 
tersebut bisa menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengawal 
implementasi perlindungan hak-hak buruh yang dijaminkan dalam undang-
undang
8
 dan mengajukan perlindungan atau kesejahteraan lain di luar normative. 
Namun eksistensi SP yang sebenarnya cukup signifikan dalam konteks 
perlindungan buruh (perempuan) rupanya masih distigma sebagai “musuh dalam 
selimut” oleh pihak perusahaan. SP dilabel sebagai kelompok yang “membuat 
ribet”, suka menuntut, memprovokasi dan hal-hal negative lain yang akhirnya 
selalu dibungkam meskipun kebebasan berserikat sudah diundangkan oleh 
pemerintah. SP belum dianggap sebagai patner dan mitra kerja perusahaan. 
Akhirnya SP di masa sekarang juga mengalami kekerdilan seperti layaknya 
masa orde baru. SP yang hadir hanyalah simbolisasi belaka dan bukan wujud 
organisasi riil yang memang bertujuan memperjuangkan hak buruh. SP hanyalah 
                                                          
8
Dari 29 SP yang tergabung dalam SPN, hanya ada 24 yang aktif. Dari 24 SP yang aktif ini hanya 3 SP 
yang memiliki posisi tawar kuat dengan pihak perusahaan. Ketiga SP ini adalah Kusumaputra Santosa, 
Kusumahadi Santosa dan Mutu Gading yang semuanya bergerak di bidang industry tekstil. Ketiga SP ini 
bisa menyusun PKB dan mendesakkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang bersifat normative 
(dicantumkan dalam UU Ketenagakerjaan dan peraturan lain) serta menuntut hal yang sifatnya diluar 
normative (misalnya THR karyawan sebesar 150%).  
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buatan pihak perusahaan yang diadakan hanya sebatas prasyarat pendirian usaha 
belaka namun tak bernyawa.  
SP yang tidak bernyawa kemudian membawa konsekuensi logis pada 
tidak berpihaknya aturan-aturan dala perusahaan kepada buruh (perempuan) 
karena peraturan yang ada hanyalah peraturan perusahaan (PP) yang sifatnya 
berada di bawah PKB. SP tidak bisa menyusun PKB padahal PKB adalah 
dokumen yang strategis untuk mengintegrasikan berbagai macam kebutuhan 
buruh berkaitan dengan kesejahteraan. Hal ini bisa terbaca dalam table berikut:  
Tabel 3. SP dan Jumlah Buruh di SPN Kab. Karanganyar  
No Perusahaan 
Jumlah Pekerja/Buruh 
Laki-Laki Perempuan 
1. Affantex 157 244 
2. Agra Kencana 45 65 
3. Agung Tex 163 549 
4. Bengawan Tex 194 176 
5. Busana Mulya 187 375 
6. DMDT 1 700 1.300 
7. DMDT 2 441 1.561 
8. DSSA 1 102 98 
9. DSSA 2 296 480 
10. DSSA 3 125 360 
11. Indatex 250 800 
12. Kusumahadi Santosa 766 897 
13. Kusumaputra Santosa 258 258 
14. Lawu Tex 470 - 
15. Mutu Gading 609 10 (adm) 
16. New Subur 1 69 310 
17. New Subur 2 127 45 
18. Rano Tex 110 40 
19. SSS 190 350 
20. Surya Kebaktex 87 455 
21. Tsunami Santosa 51 16 
22. Wijaya Kwarta Penta 61 25 
23. SWA 1 Tdk ada data Tdk ada data 
24. Sekarlima Tex Tdk ada data Tdk ada data 
Sumber : SPN Kab. Karanganyar 2012 
Tabel di atas menunjukkan besarnya jumlah perempuan yang bekerja di 
sector industry tekstil sebagai buruh pabrik. Peran SP menjadi sangat signifikan 
dalam upaya perlindungan berbasis gender bagi perempuan buruh pabrik 
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meskipun di banyak sisi ada hambatan-hambatan yang muncul
9
. Minimnya 
pengetahuan tentang gender, beratnya tantangan yang dihadapi oleh SP dari 
pihak perusahaan
10
 ketika menyuarakan aspirasi, tidak adanya control dari 
bidang pengawasan Dinas Tenaga Kerja setempat membuat langkah SP surut 
dan perlindungan bagi perempuan buruh menjadi sesuatu yang utopis. 
 
C. PUG Sebagai Model Perlindungan Berbasis Gender Bagi Perempuan 
Buruh Pabrik 
ILO (2006) menjelaskan bahwa sebagian besar konvensi dan 
rekomendasi yang dihasilkan menerapkan kesetaraan bagi laki-laki dan 
perempuan. Namun demikian beberapa konvensi secara khusus member 
perhatian pada masalah yang dialami oleh pekerja perempuan. Pada prinsipnya 
standart-standart yang diadopsi oleh ILO bertujuan untuk melindungi perempuan 
dari kondisi berat yang diakibatkan oleh pekerjaan dan untuk melindungi fungsi 
reproduksinya. Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan Rencana Aksi ILO 
untuk Pengarusutamaan Gender dan Kesetaraan gender di tempat kerja.  
Selama ini PUG dilakukan dalam berbagai program pembangunan di 
level nasional yang berupaya untuk mewujudkan KKG meskipun setelah 
sepuluh tahun dicanangkan masih banyak hal yang harus dibenahi, terutama 
dengan penyusunan program yang responsive gender. Ini berarti stakeholder 
pemerintah Kabupaten harus jeli menangkap persoalan dan menyusun program 
berdasarkan data yang ada untuk mengurangi kesenjangan gender dan 
memberikan perlindungan maksimal bagi gender yang terdiskriminasi 
(khususnya perempuan). Namun seringkali program yang dilakukan oleh 
berbagai stakeholder tidak menyentuh persoalan riil yang didera oleh kaum 
perempuan, misalnya persoalan buruh perempuan.  
                                                          
9
 Hasil wawancara dengan sejumlah ketua SP menunjukkan bahwa mereka masih belum memiliki 
sensitivitas gender yang cukup baik berkaitan dengan perlindungan untuk perempuan buruh, kasus 
pelecehan seksual misalnya tidaklah dianggap sebagai sebuah kasus namun dianggap sebagai perilaku 
guyon atau bercanda biasa saja meskipun yang menerima perlakuan merasa dilecehkan. Bagi SP yang 
penting sekarang adalah dalam tataran mengawal perusahaan memenuhi hal yang normative bagi buruh 
(perempuan) misalnya cuti haid, cuti hamil-melahirkan, hak menyusui.  
10
 Kesulitan itu beragam wujudnya dari mulai dikucilkan, dicari kesalahannya lalu dikeluarkan sepihak, 
dipindah ke bagian yang tidak menyenangkan (limbah, angkut-angkut), tidak difasilitasinya SP oleh pihak 
perusahaan (tidak diberi ruangan untuk berdiskusi, bekerja, dll), sulitnya bagi pengurus SP untuk 
meminta ijin ketika ada acara pelatihan atau pendampingan yang sifatnya penguatan kapasitas SP.  
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BP3AKB Kab. Karanganyar secara nyata belum memiliki program yang 
diperuntukkan bagi perempuan buruh karena persoalan buruh dianggap wilayah 
kerja Dinas Tenaga Kerja dan bukan wewenang BP3AKB. Pandangan yang 
masih sektoral dan belum sinergis menyulitkan implementasi PUG dengan 
menggandeng SP khususnya bagi perempuan buruh. Artikel ini mengajukan 
pengembangan model PUG yang menempatkan relasi kerjasama antar berbagai 
elemen dan serikat pekerja sebagai motor utama. Model tersebut bisa 
digambarkan sebagai berikut:  
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Model Optimalisasi SP untuk Perlindungan Buruh Perempuan  
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D. Kesimpulan 
  Kurangnya komitmen konkrit dari stakeholder akan perlindungan bagi 
perempuan buruh pabrik membuat berbagai macam pelanggaran terjadi dalam 
berbagai bentuk. Pelanggaran ini tidak ditoleransi karena Negara sudah memiliki 
jaminan hukum akan perlindungan terhadap perempuan buruh pabrik yang 
akhirnya seolah tidak berfungsi apapun. Kebutuhan spesifik gender perempuan 
yang berkaitan dengan maternitasnya menjadi sesuatu yang banyak diabaikan 
oleh pihak perusahaan karena lemahnya posisi buruh dalam relasi industrial. 
Serikat pekerja merupakan agen penting dalam mengakomodir kepentingan 
buruh yang memerlukan penguatan kapasitas dan   
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